
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
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KEPUTUSAN KEPAT.A BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 065/I230/ADPIM-A

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PEISYANAN PUBLIK
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepara Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang
Standar Pelayanan;

Mengingat Undang-undang Nomor 25 Tahun 1gs6 tentang pembentukan
Daerah-Daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1106);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
(Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5039);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomoi 6.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 54ga);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Talrun zo14 Nomor
244,1ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ssgT)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
undang-Undang Nomor g rahun 2015 tentang perubahan Kedua
undang-Undang Nomor 23 Tahun zo14 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 567g);
Peraturan Pemerintah Nomor g6 Tahun zolz tentang pelaksanaan
undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2a1P Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor s3s7);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar pelayanan
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 61S);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2o1s rentang penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Baral Tahun
2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalimantan
Barat Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2o1g tentang perubahan atas
Peraturan Daer:ah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2o1g Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor g);

9. Peraturan Gubemur Nomor gz rahun 2016 tentang petunluk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barit Nomoi a
Tahun 2015 tentang Penyerenggaraan pelayanan publik (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);

10 Peraturan Gubernur Nomor T7 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
susunan Administrasi Pimpinan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keqa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSI(AN :

Standar Pelayanan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :

1) Pelayanan Peliputan Kegiatan pimpinan;
2l Fasilitasi Naskah Sambutan/Pidato pimpinan;
3) Fasilitasi Kegiatan Pimpinan;
4) Pelayanan Kepegawaian Sekretanat Daerah;
5) Fasilitasi Penyusunan Naskah/sambutan pidato pimpinan.

standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Dikturn KESATU wajib
dilaksanakan oleh Penyelenggara dan pelaksana serta digunakan
sebagai acuan dalam penialian kinerla pelayanan oleh Kepala
Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

s_eluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja oaeran tnpgolProvinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen pelalisanaan anggaran
satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi piriirnan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



KELTMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada 9 November 2O2O

PIMPINAN

S.STP

t
I
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KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 065/ /ADPIM-A
TENTANG PENETAPAN STANDAR PEIAYANAN PUBLIK
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1 Pelayanan Peliputan Kegiatan Pimpinan

Servrbe Delivery

1

a. Surat Undangan Kegiatan Pimpinan
b. Tanda pengenal/identitas

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

Prosedur.
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas lnformasi atau Tata Usaha
b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
c Menyerahkan surat undangan kegiatan pimpinan
d. Menerima surat jawaban kesediaan dan jadwal Peliputan kegiatan

nan
Ja Waktu n

3 Hari
F-*i

,l

4
Gratis

5 Produk nan
iatan Pi
Sa dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA : 082115155022
1) Telepon : (0561) 736541 ext. 233
2) Faximile : (0561) 730062
4) Email : agsr rj_riQs6|Ef,p1tu:gij-S
5\ Anfi ne melal ui website SP4N-LAPOR ! ('${yt v1_kp-aij}A_r"q)

Alur Penanganan Pengaduan :

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Penoaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

Tamul
Pengguna
Layanan

Petugas

lnformasil
TU

Petugas pada

Bagian
Menerima

jadwal

kegiatan
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2) Pengaduan bersitat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengadr.ran tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari

keqa,
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

selambat-lambatnya 60 hari kerja.

-1

Manufacturing

1. Dasar Hukum
a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor I Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor g2 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2A15 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

f. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sarana, Prasarana, danlatau Fasilitas
a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang pengaduan, ruang layanan

informasi
b. Tempat parkir
C. WIFI

Pelaksana
a. Memahami tugas dan fungsijabatan
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan fasilitasi

audiensi
c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait
d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab

3

4. Pengawasan lnternal: a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
c. n lntern Pemerintah (APl P)

q Jumlah Pelaksana

ill$elerals
r
I

6 Jaminan Pelayanan
a Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat

d iperta n g g un gjawabkan
b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan

oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot

nggaran dan ketentuan yang berlaku.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pela
a. lnformasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat

d i perta n g g u n gjawabka n.
b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan

keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang
berlaku.

oublik
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L
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I Evaluasr Pelaksana
a Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala Biro, Kabag, Kasubbag,

dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
c Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan

menrnskatkan kineria oelayanan dan kualitas pelayanan publik.

2 Fasilitasi Naskah Sambutan/Pidato Pimpinan

Servrbe Delivery

i Prosedur
Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas lnformasi
Menyampaikan keperluan perm intaan naskah sam buta n/pidato pi m pinan
Menyampaikan surat permintaan naskah sambulan/pidato pimpinan
Menerima naskah n

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA: 082115155022
3) Telepon : (0561) 736541 ext. 233
4) Faximile : (0561) 730062
5) Email : ;r_d-p.i:@-r al*_Atpi Etr g_c;,ril

6) On li ne melalui website SP4 N-LAPO R ! (:::rW _ia.,-g,-ga"i)

b. Alur Penanganan Pengaduan:

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

a.
b.
c.
d.

I Persyaratan
a. Surat permintaan naskah sambutan/pidato pimpinan
b. Tanda pengenal/identitas

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

3 Jangka Waktu Penyelesaian
3 hari

4 Biaya (tari0
Gratis

5

Naskah sambutan/pidato pimpinan
Produk Pelayanan

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Tamu/
Pengguna

Layanan

Petugas

lnformasi

Menerima layanan
Permintaan naskah

sambutan/pidato pimpinan
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3) Pengaduan tidak berkadar penga\,vasan, selambat-lambatnya 14 hari
kerja;

4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,
selambat-lambatnya 60 hari ker1a.

Manufactuing

1 Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor I Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi lGlimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor g2 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

f. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2A19 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretanat
Daerah Provinsi lGlimantan Barat.

2 dan/atau Fasilitas
d. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang pengaduan, ruang layanan

informasi
e. Tempat parkir
f WIFI k

3 Pelaksana
a. Memahami tugas dan fungsi jabatan
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan

Datallnformasi
c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait
d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

terbuka saba nikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
lnternal

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
c. lntern Pemerintah

5 Jumlah Pelaksana
5 lima ora
Jaminan an
a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat

di perta ngg u n glawabkan
b Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar palayanan yang dilakukan

oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot

ran dan ketentuan berlaku
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayan an

a. lnformasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkan.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana berlaku

I Evaluasi Pelaksana
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staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan

ment nokatkan krneria oelava nan dan kualitas

3 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan

Service Delivery

n

a. Surat Undangan Kegiatan pimpinan
b. Tanda pengenal/identitas

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

Prosedur:
a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas lnformasi
b. Menyampaikan surat undangan Kegiatan pimpinan
c. Menerima informasi iatan nan

3.J Waktu
3 hari

Gratis
5. Produk

Fasilitasi Pi
dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA '. 082115155022
4) Telepon : (0561) 736541 ext. 233
5) Faximile: (0561) 730062
4) Email rorov.oo.id
5'S On li ne melal ui website SP4 N-IAPOR ! (y,t f'//-.gp"A1-gA1d)

b. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari

1

Tamu/
Pengguna

Layanan

Petugas

lnformasi

Menerima informasi
kesiapan tempat

kegiatan pimpinan

F t, :1,.1 l. --r r :t,-{.r

1 't ti; t lrt:r r

llrdrerlnrl .}llt:rr

Trnr i:ti;d;li
[:l r i-r ]t -r 

r

[':td,i,Ir1 la,i]r'lr
Ir":lrrl lnr;r,:r 1l,i,t

IErri?ll:Jr

pelayanan publik.

I

I

4. (tariQ
.l
-.1

I

t--



4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,
selambat-lambatnya 60

Manufactuing

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor I Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

e. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor I Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

t. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

'2.i-- Sarana Prasaran dan/atau Fasilitas
a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang pengaduan, ruang layanan

informasi
b. Tempat parkir

jabatan
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan

Data/lnformasi
c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait
d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

terbuka. sabar komunikatif, kreatif, inovatif dan ta4ggulgpy4b
lnternal

a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi:
b Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;
c. lntern Pemerintah P

5 lima ora

iberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat

'h
b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan

oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot

da4 ketentqqn yang berlaku

5 Jumlah Pelaksana

7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan
a. lnformasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat

d ipertan g g un gjawa bkan.
b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan laminan

keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana na
Evaluasi Kinerja Pelaksa naI
a Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepalq Biro, Kabag, Kasubbag, dan

tt

4.

6. Jaminan

berlaku. r

I



staf, minimai 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
b Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
c Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan

dan kualitas an

4 Peia.vansn Kepegawaian Sekretariat Daerah

Ser*ce Delivery

i Persyaratan
a. Surat Permohonan Pelayanan Kepegawaian
b Dokumen/berkas pendukung
c Tandapengenal/identitas

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Menerima
dokumen/berkas

pendukung Kepegawaian

Petugas

lnformasi

Tamu/
Pengguna

Layanan

Prosedur:
a Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas lnformasi
b Menyampaikan surat permohonan pelayanan kepegawaian

-- c. !{g!qlse lqEgrng@
Waktu

6.

3

3 hari

Gratis
5. Produk

Saran dan Masukan
a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA : 0821151 55022
6) Telepon: (0561) 736541 ext. 233
7) Faximile: (0561) 730062
4) Email : adBiil&Iei,b.gtpr,oy-Eq;Q
5\ An fi n e melal ui website S P4 N{APOR ! (yislUj-asg-Lo.-{"1)

b. Alur Penanganan Pengaduan:

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2\ Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari keria;

41

n n Sekretariat Daerah
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kerja;
4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

--*-.--t
I
I

Manufacturing

L_

1. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor I Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi lGlimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

l. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keria Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. i

2. Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas
i

I

ib
c.

Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang pengad uan. ruang layanan
informasi
Tempat parkir

WIFI brik
Pelaksana3. -----la Memahami tugas dan fungsijabatan

b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan
Data/lnformasi

c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

'4
terbuka sabar komunikatif kreatif inovatif dan u wab

Pengawasan lnternal
a. Pejabat Pengendalian Gratifikast;
b. Pengawasan internal melekat dari atasan langsung;

Pen lntem Pemerintah
5 Jumlah Pelaksana

5

lengkap dan dapat
d i perta ng g un gjawa bkan

b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot

n dan ketentuan berlaku .-J

t*

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
a. lnformasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat

d ipertang g un gjawabkan

I - a Dilakukan rapat-ye!g_Ehgqi!__q|eh*[gpela Biro, Kabag, _rcSg$eg,_dan

r , _selamb?t-lambatny :_---____-

c.

6.

F



staf mrnimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
b Surver Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
c Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan

menrngkatkan nan dan kualitas blik

5. Fasilrtasr Penyusunan Naskah/Sambutan Pidato Pimpinan

Seryrce Delivery

,1
I n

4

a. Surat Permohonan fasilitasi penyusunan naskah/sambutan pidato pimpinan
b Dokumen/berkas pendukung
c. Tanda pengenal/identitas

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur

Prosedur.
a. TamulPengguna Layanan menuju ke Petugas lnformasi
b. Menyampaikan surat permohonan fasilitasi penyusunan naskah/sambutan

pidato pimpinan
c. Menerima dokumen/berkas pendukung penyusunan naskah/sambutan

sam
ka Waktu

3 hari

Gratis
5 Produk Pela

fasilitasi naskah/sambutan
n Saran, dan Masukan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

8) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
9) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
10)WA : 082115155022
1 1)Telepon : (0561) 736541 ext. 233
12)Faximile : (0561) 730062
1 3)Email : adsrm@kalhqiplav$)-id
1 4l O n iin e mela| ui website S P4N-I.APOR ! (,t' 1;,.yi- rqr-"t i-19-S )

b. Alur Penanganan Pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

5) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
6) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;

PetuSas

lnformasi

Menerima
dokumen/berkas

pendukung Kepegawaian

Tamu/
Pengguna

Layanan

f'.J-rl,X t, :t r;r,.'l 3

[':lr,']lt.ia!

Rrtl,?ltnr-J llrllir

f :t r;:;r ltr:r Lr. ::t tit,

rer r, Ytrl,:rl'J, ilrtli
:"':it 1 lt::!ti tilal, :'ti tattr|ll:

Irn, t'irr.'il,:{l
t rr,'il t l,

F zt ii;(rrr:1 L 
-i :ir rirt r

nrqlr,lni-r if -rl':i;

lf{riilrL,

c.

7 tidak berkadar selambat-la 14 hari

3.

prdqlg plrnpE?il ----J



kerja:
8) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan,

selambat-lambatn 60 hari

Manufacturing

1 Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi

Publik
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Nomor I Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

t. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Prasarana dan/atau Fasilitas
a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang pengaduan, ruang layanan

informasi
b. Tempat parkir
c. Kom WIFI k

3. Kom Pelaksana
a. Memahami tugas dan fungsijabatan
b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permintaan

Data/lnformasi
c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang

terkait
d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil,

lnternal
a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi'
b. Pengawasan internal melekat Aaiiatasan langsung,
c. Aparat Pengawasan lntern Pe

2

I

J

4.

c Jumlah Pelaksana
5 lima

6 Jaminan
I

a. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat
d i pertan gg u n gjawabkan

b Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan
oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari
teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot

dan ketentuan berlaku
7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan

a. lnformasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
d iperta ngg u n glawabka n.

b. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dengan jaminan
keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana berlaku

,jlgg!!1.-11ovatif dan tanggung iawab.

(APIP)

-J

r



8.

S.STP

*

a. Dilakukan rapat-yang dihadiri oleh Kepala Kabag, Kasubbag, dan
staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

b. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kati datam 1 (satu) tahun
c. Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk

kualitas

KEPALA BIRO

perbaikan, dan

MPINAN


